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Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN  
pada KPP Madya Makassar 
The Perception of Taxpayers towards The Taxpayers Compliance 
Value Added Tax in The KPP Madya Makassar   
 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak PPN pada KPP Madya Makassar. Data 
Penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) yang dibagikan kepada wajib 
pajak (PKP) di KPP Madya Makassar. Sampel diperoleh dengan metode random 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Selanjutnya data yang 
diperoleh diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak wajib 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas 
pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci: pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kesadaran wajib pajak, 
kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak 
 
 
This research aims to determine the perception of the taxpayer compliance Value 
Added Tax in the KPP Madya Makassar. The research data obtained from the 
questionnaire (Primary) were distributed to taxpayer (Value Added Tax 
Enterprises) in KPP Madya Makassar. The sample determined by using random 
sampling with a sample size of 90 respondents. Further data have been 
obtained, tested by using multiple linear regression analysis. The result of 
hipothesis test proves that understanding of tax regulation of taxpayer impact on 
positive of the taxpayer compliance, taxpayer awareness impact on positive of 
the taxpayer compliance, fiscus service quality impact on positive of the taxpayer 
compliance.   
 
Keywords: understanding of tax regulation of taxpayer, taxpayer awareness, 
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1.1 Latar Belakang 
Negara-negara berkembang berfokus pada pembangunan di segala 
bidang guna menyelesaikan berbagai permasalahan sosial demi tercapainya 
tujuan bernegara yakni kehidupan yang adil dan sejahtera bagi rakyatnya. 
Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tentunya juga sedang giat 
melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan 
upaya guna meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara yang sekaligus merupakan suatu proses pengembangan keseluruhan 
sistem penyelenggaran negara demi terwujudnya cita-cita bangsa yakni 
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk menunjang hal tersebut, 
negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai seluruh aktivitas 
pembangunan nasional. Sebagai salah salah sumber penerimaan negara yang 
terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), pajak 
merupakan bagian dari sumber pendapatan negara yang cukup potensial untuk 
terus-menerus ditingkatkan penerimaannya. 
Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti  (pemberian secara cuma-
cuma) namun merupakan suatu kewajiban yang sifatnya dapat dipaksakan dan 
harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa 
(financecontroller.blogspot.com, 01 Juni 2010). Seiring berkembangnya waktu, 
pajak bukan lagi sekedar menjadi pemberian secara cuma-cuma yang bersifat 
memaksa tetapi kemudian dibuatkan aturan yang menekankan unsur keadilan di 
dalamnya. Unsur keadilan yang dimaksud yaitu seluruh rakyat diikutsertakan 
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dalam pemungutan pajak untuk selanjutnya dikembalikan lagi hasilnya kepada 
rakyat dalam bentuk pemenuhan kepentingan-kepentingan umum. Pemenuhan 
kepentingan-kepentingan umum ini kemudian menjadi bagian dari upaya 
pembangunan nasional yang dikelola oleh pemerintah. Dengan kata lain, pajak 
adalah alat yang digunakan Negara untuk mencapai tujuannya, yaitu 
mendapatkan penerimaan guna membiayai pembangunan nasional yang 
penerapannya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari 
masyarakat.  
Oleh karena pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional, 
maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan 
berbagai upaya guna memaksimalkan penerimaan pajak. Adapun salah satu 
upaya pemerintah guna memaksimalkan penerimaan pajak adalah melalui 
reformasi sistem perpajakan yang kemudian diberlakukan sejak tahun 1983 yakni 
dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system 
menjadi self assessment system.  
Menurut Diana dan Setiawati (2009:1) self assessment system adalah 
sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung 
jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem ini diharapkan 
dapat memudahkan dan meningkatkan partisipasi Wajib Pajak sebagai subjek 
mandiri dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya serta 
menghilangkan praktek administrasi perpajakan yang birokratis dan berbelit-belit 
sehingga diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak yang 
dianggap memberatkan dan menyulitkan (Adiputra 2014:2).  
Oleh karena sistem ini mewajibkan kepada setiap Wajib Pajak untuk 
menghitung sendiri, melaporkan dan membayar pajak yang terutang sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka sistem ini 
akan dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kepatuhan 
perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi. Supadmi 
(2009:2) menyatakan bahwa “kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan 
secara sukarela merupakan tulang punggung dari self assessment system”. 
Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku 
seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan 
menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Marjan, 2014:3). Oleh sebab itu, agar target 
penerimaan pajak yang tinggi dapat tercapai, maka sikap patuh Wajib Pajak 
perlu terus menerus ditumbuhkan untuk memenuhi kewajibannya perpajakan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Salah satu penerimaan pajak yang dipungut tidak secara langsung oleh 
pemerintah yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
adalah pajak yang dikenakan atas adanya penyerahan barang/jasa kena pajak 
yang dilakukan oleh pabrikan/produsen, importir, pengusaha yang mempunyai 
hubungan istimewa dengan pabrikan/importir, agen utama dan penyalur utama, 
pemegang hak paten/merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut, 
(Mardiasmo, 1997:166). Setiap perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 
Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan berkewajiban untuk 
membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan 
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak 
Pertambahan Nilai berbeda dengan jenis pajak lainnya karena berhubungan 
dengan setiap kegiatan penyerahan, perolehan dan pemanfaatan barang kena 
pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. 
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Hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia didasari oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 
1983 dikatakan bahwa Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984. Hal ini dikarenakan Undang-Undang ini awalnya akan 
diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1984 sebagaimana yang dijelaskan dalam 
Pasal 21 UU Nomor 8 Tahun 1983. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 1985 kemudian menetapkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku 
sejak 1 April 1985 setelah sebelumnya mengalami penundaan sampai selambat-
lambatnya awal tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1984 (Sukardji, 2014:14). Dalam perjalanannya, UU 
Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali hingga 
diubah terakhir kali dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 
tanggal 1 April 2010. Meskipun demikian, menurut Sukardji (2014:14) nama UU 
Nomor 8 Tahun 1983 tidak mengalami perubahan, namanya tetap disebut UU 
Pajak Pertambahana Nilai 1984 karena dalam setiap perubahan tersebut 
ternyata tidak pernah mengubah Pasal 20 yang menetapkan nama UU Nomor 8 
tahun 1983 yaitu UU PPN 1984. 
Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
diberlakukan pada tanggal 1 April 1985 tersebut merupakan pengganti dari Pajak 
Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Alasan 
penggantian ini terdapat dalam penjelasan UU Nomor 8 Tahun 1983 yakni 
karena “Pajak Penjualan 1951 tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan 
masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain 




Tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta Wajib Pajak dalam membayar 
pajak juga sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak. 
Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam penerimaan negara dari 
pajak adalah tax ratio, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau 
dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu 
tahun fiskal (Musniati, 2014:1). Namun terdapat kendala yang dapat 
menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan 
Wajib Pajak (Jatmiko, 2006:4). 
Pada KPP Madya Makassar, Wajib Pajak badan tahun 2014 dari total 
1.105 Wajib Pajak badan yang terdaftar, terdapat 882 Wajib Pajak yang 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan hanya sebanyak 737 
PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN. Hal ini ini mengalami penurunan dari 
tahun 2013 yakni dari total 889 PKP, sebanyak 757 PKP yang menyampaikan 
SPT Masa PPN, hal yang sama terjadi pada tahun 2012 yakni dari total 761 PKP, 
sebanyak 759 PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN. Jadi penurunan terjadi 
dari 95% di tahun 2012, 85% di tahun 2013 selanjutnya 83% di tahun 2014. 
Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Makassar ternyata menurun dari 
tahun ke tahun. Pada tabel 1.1. berikut ini memperlihatkan tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak badan di KPP Madya Makassar dari tahun 2012-2014. 
Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang dilihat dari SPT Masa 








Kepatuhan Wajib Pajak 
dalam Persentase 
2012 1.105 761 759 99% 
2013 1.105 889 757 85% 
2014 1.105 882 737 83% 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Makassar (data diolah) 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak badan khususnya PKP yang terdaftar di KPP Madya Makassar 
dalam menyampaikan SPT PPN cenderung mengalami penurunan dari tahun ke 
tahun.  
Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah suatu tindakan Wajib 
Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan yang berlaku dalam suatu 
negara. Hal ini dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang Wajib Pajak dalam 
mendaftarkan dirinya, menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak, 
kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutangnya. 
Tetapi sebelum bersikap patuh, seseorang tentunya memiliki persepsi 
tersendiri terhadap apa yang dipatuhinya. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib 
Pajak memiliki kaitan yang erat dengan persepsi Wajib Pajak itu sendiri terhadap 
pajak. Persepsi dapat diartikan sebagai “suatu proses pemberian arti terhadap 
rangsangan yang datang dari luar” (Dewi, 2011:13). Selanjutnya, persepsi akan 
mempengaruhi respon yang tercermin melalui sikap dan perilaku atas 
penerimaan rangsangan tersebut. Menurut Luthans dalam Dewi, (2011:2) 
persepsi dibentuk oleh  dua faktor, yang pertama adalah “faktor internal yaitu 
berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor 
eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi”.  
Dalam penelitian ini faktor internal pembentuk persepsi Wajib Pajak yakni 
pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak, yang kemudian pada akhirnya akan 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Faktor internal merupakan faktor 
yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri yang kemudian menjadi 
pendorong untuk berperilaku patuh atau taat dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dewi (2011:14) “Persepsi 
selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi”, pemahaman ini 
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kemudian akan menimbulkan kesadaran atas pemaknaan terhadap rangsangan 
yang datang. Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud yakni 
pemahaman mengenai peraturan pajak wajib pajak. Hal ini juga menyangkut 
pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan sistem administrasi 
perpajakan modern yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam mewujudkan 
sistem administrasi tersebut, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat 
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT 
secara cepat, tepat dan akurat yaitu melalui aplikasi surat pemberitahuan 
elektronik (e-SPT) (Indriani dan Khairani, 2012:2). Oleh karena Wajib Pajak 
berkewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perpajakan termasuk di 
dalamnya mengenai sistem administrasi modern yang berlaku maka pemahaman 
mengenai peraturan pajak wajib pajak penting untuk dimiliki.  
Penelitian Adiputra (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman 
peraturan pajak Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak. Jadi pemahaman Wajib Pajak akan menjadi suatu 
rangsangan yang berpengaruh dalam membentuk persepsi Wajib Pajak untuk 
bersikap patuh. Selanjutnya, faktor internal pembentuk persepsi dalam penelitian 
ini yaitu kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan 
mengetahui atau memahami dalam hal ini adalah perihal pajak. Jadi setelah 
Wajib Pajak memahami peraturan pajak Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak 
akan sadar perihal perpajakan. Kedua faktor internal pembentuk persepsi dalam 
penelitian ini kemudian akan berpengaruh terhadap sikap Wajib Pajak yang 
tercermin sebagai responnya untuk berperilaku patuh dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati (2014) 
menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan 
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oleh Arum (2012) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.  
Faktor eksternal yang diteliti dalam penelitian ini adalah kualitas 
pelayanan fiskus. Musniati (2014) meneliti bahwa kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan. Hasil penelitian ini juga 
didukung pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012) dan Santi 
(2012). Fiskus yang merupakan petugas pajak, diharapkan memiliki kompetensi 
yang mumpuni, serta pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan 
perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. Pelayanan fiskus berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pajak 
dalam hal ini disebut fiskus yakni membantu, mengurus dan menyiapkan segala 
keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak 
dalam meningkatkan penerimaan pajak yakni dengan meningkatkan kualitas 
pelayanan aparat pajak. Dengan demikian pada akhirnya kualitas pelayanan 
fiskus yakni baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan 
membentuk persepsi Wajib Pajak yang kemudian akan sangat mempengaruhi 
wajib pajak untuk bersikap patuh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
diungkapkan Musniati (2014:5) bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak 
memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. 
Mengingat persepsi Wajib Pajak sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib 
Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka diperlukan kajian secara 
itensif terkait persepsi Wajib Pajak yang dalam penelitian ini dibentuk oleh faktor 
internal dan eksternal yakni pemahaman, kesadaran dan kualitas pelayanan 
fiskus khususnya untuk mengkaji persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan 
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Wajib Pajak PPN. Oleh karena itu, skripsi ini mengambil judul “Persepsi Wajib 
Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPN pada KPP Madya Makassar” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi rumusan masalah yaitu : 
1. Apakah persepsi Wajib Pajak berupa pemahaman peraturan pajak 
Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 
2. Apakah persepsi Wajib Pajak berupa kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 
3. Apakah persepsi Wajib Pajak atas kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak berupa pemahaman peraturan 
pajak Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak berupa kesadaran Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
3. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak atas kualitas pelayanan fiskus 







1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai 
perpajakan. Selain itu, juga dapat dijadikan acuan atau bahan referensi bagi 
mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk penelitian selanjutnya. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam informasi dan 
referensi bagi fiskus dan aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan pajak wajib pajak, 
kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Dalam penelitian ini, persepsi Wajib Pajak yang dimaksud dibatasi hanya 
pada faktor internal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak yakni pemahaman 
peraturan pajak Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak, dan faktor eksternal 
yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak yakni kualitas pelayanan fiskus 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun kepatuhan Wajib Pajak terbagi atas 
dua yakni kepatuhan materil dan kepatuhan formal. Kepatuhan Wajib Pajak yang 
dimaksud dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kepatuhan formal Wajib 
Pajak. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut; 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 
kegunaan dan ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan penelitian, kerangka pemikiran dan 
hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, pemilihan populasi dan 
sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,variabel 
penelitian dan defenisi operasional, instrumen penelitian dan analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif data, penentuan range, uji 
kualitas data, uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 




2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Persepsi 
Sebelum memahami persepsi Wajib Pajak tentang kepatuhan Wajib 
Pajak, perlu dimengerti arti dari persepsi yang telah dikemukakan oleh beberapa 
ahli dalam tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Pengertian Persepsi menurut Para Ahli 
No. Nama Pengertian Persepsi 
1 Thoha (2007:141) Persepsi pada hakikatnya adalah “proses kognitif 
yang dialami oleh setiap orang di dalam 
memahami informasi tentang lingkungannya, baik 
lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, 
perasaan, dan penciuman 
2 Robbins and Judge 
(2009:175) 
Persepsi adalah proses di mana individu mengatur 
dan mengintepretasikan kesan-kesan sensoris 
mereka guna memberikan arti bagi lingkungan 
mereka. 
3 Dewi (2011:13) Persepsi adalah suatu proses pemberian arti 
terhadap rangsangan yang datang dari luar.. 
4 Sari (2012:6) Persepsi adalah proses yang dialami oleh setiap 
orang di dalam memahami informasi tentang 
lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, 
penerimaan, dan penghayatan perasaan 
Persepsi mengawali interaksi individu dengan lingkungannya (Sari, 
2012:14). Interaksi ini didahului dengan suatu proses pengolahan informasi 
terhadap kesan-kesan sensoris yang kita terima untuk kemudian dilakukan 
pemberian arti terhadap lingkungan sekitar. Pada hakikatnya persepsi adalah 
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suatu proses pemaknaan terhadap semua rangsangan yang diterima alat indera. 
Selanjutnya, pemaknaan ini akan mempengaruhi respon yang tercermin melalui 
sikap dan perilaku seseorang atas penerimaan rangsangan tersebut. Dengan 
kata lain, “perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh persepsi orang 
tersebut” (Gibson dalam Dewi, 2011:14). Terkait dengan penelitian ini, perilaku 
patuh Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dapat 
dilihat dari persepsi Wajib Pajak perihal pajak itu sendiri.  
 
2.1.2 Teori Hubungan (Attribution Theory) 
Teori hubungan (attribution theory) mengemukakan bahwa “ketika 
mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan 
apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal” (Robbins 
dan Judge, 2009:177). Jadi teori atribusi mengembangkan penjelasan tentang 
cara-cara menilai perilaku individu secara berbeda berdasarkan asumsi-asumsi 
yang dibuat untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka 
lakukan. Disini kita tidak hanya mengamati perilaku orang lain saja, melainkan 
mencari jawab penyebab dari perilaku orang lain yang diamati (Thoha, 2007: 
162). Kemudian setelah itu, kita berupa untuk menentukan apakah perilaku 
orang tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. 
Menurut Robbins penentuan faktor internal dan eksternal bergantung 
pada tiga faktor yaitu: 
1. Kekhususan 
Kekhususan yaitu seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain 
secara berbeda-beda dalam situasi-situasi yang berbeda pula. Apabila 
perilaku individu dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang 
bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap 
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perilaku tersebut. Sebaliknya jika perilaku itu dianggap biasa, maka akan 
dinilai sebagai atribusi internal. 
2. Konsensus 
Konsensus yaitu jika dalam situasi yang sama, semua orang mempunyai 
pandangan yang sama dalam merespons perilaku seseorang. Apabila 
konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya apabila 
konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal. 
3. Konsistensi 
Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan 
respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, orang akan 
menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.  
Persepsi Wajib Pajak perihal pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Luthans menjelaskan bahwa persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang 
pertama adalah “faktor internal yaitu berhubungan dengan karakteristik dari 
individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu berhubungan dengan 
lingkungan dan situasi” (Dewi 2011:2). Hal ini menjelaskan bahwa teori atribusi 
sangat relevan untuk menerangkan hal tersebut, yaitu apakah perilaku 
seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal orang tersebut (Santi 
2012:13). Dengan demikian, perilaku taat atau patuh Wajib Pajak dalam 
memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari faktor internal 
maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya. 
 
2.1.3 Pajak 
2.1.3.1 Pengertian Pajak 
Pengertian pajak menurut Soemitro yaitu: “pajak adalah “peralihan kekayaan 
dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-
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nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumberutama untuk membiayai 
public investment” (Resmi, 2008:1). 
Pengertian pajak menurut Andriani (2010) sebagai berikut: 
Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-
Undang), dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk 
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.  
Sedangkan Menurut UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata 
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 
No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 
ayat 1 menyatakan bahwa: 
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifaf memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur-unsur: 
1. Iuran dari rakyat kepada Negara dan bersifat memaksa, 
2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang, 
3. Tanpa adanya imbalan jasa dari negara secara langsung, 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. 
 
2.1.3.2 Fungsi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2010:1) ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1. Fungsi Pajak Budgetair 





2. Fungsi Pajak Regulerend 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Contoh: 
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
  
2.1.3.3 Pengelompokkan Pajak 
Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dapat digolongkan 
menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Lebih rincinya adalah 
sebagai berikut: 
1. Menurut Golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Penghasilan 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 
2. Menurut Sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan 
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b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
3. Menurut Lembaga Pemungutnya 
a. Pajak Pusat, yaitu yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
Pajak Daerah terdiri atas: 
a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 
Pajak Hiburan. 
 
2.1.3.4 Syarat Pemungutan Pajak 
Syarat pemungut pajak menurut Mardiasmo (2012:2), yaitu: 
a. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan) 
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang 
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 
18 
 
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 
Majelis Perimbangan Pajak. 
b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warga negaranya.   
c. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat.  
d. Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Finansiil)  
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.  
e. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru. 
 
2.1.3.5 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:3) beberapa teori yang menjelaskan atau 
memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak 
antara lain: 
1. Teori Asuransi 
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 
suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.  
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2. Teori Kepentingan  
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 
kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 
dibayar.  
3. Teori Daya Pikul  
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu: 
a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan 
materiil yang harus dipenuhi. 
4. Teori Bakti 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan 
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu 
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. 
5. Teori Asas Daya Beli  
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungut pajak. Maksudnya 
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 






2.1.3.6 Kedudukan Hukum Pajak 
Menurut Suandy (2008:17-18) kedudukan dan hubungan hukum pajak 
dengan hukum lainnya sebagai berikut:  
1. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang 
pribadi yang satu dengan yang lain. Hukum ini dibagi menjadi: 
a) Hukum perorangan (personenrecht) 
b) Hukum keluarga (familierecht) 
c) Hukum warisan 
d) Hukum harta kekayaan 
2. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa 
dengan warganya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:  
a) Hukum tata negara  
b) Hukum administrasi (hukum tata usaha)  
c) Hukum pajak  
d) Hukum pidana  
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari 
hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut 
pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (Wajib Pajak). 
 
2.1.3.7 Pembagian Hukum Pajak 
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut 
pajak (fiskus) dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 5), 
ada dua macam hukum pajak, yaitu: 
1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain 
keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa 
yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), 
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segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan 
hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak 
Penghasilan.  
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum 
ini memuat antara lain:  
a) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.  
b) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak 
mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang 
pajak.  
c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan 
banding.  
 
2.1.3.8 Tata Cara Pemungutan Pajak 
Mardiasmo (2011:6) mengatakan bahwa pemungutan pajak dapat 
dilakukan dengan beberapa tata cara, yaitu:  
1. Stelsel Pajak  
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:  
a. Stelsel nyata (riel stelsel)  
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 
mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini 
adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 
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adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 
penghasilan riil diketahui). 
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)  
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 
Undang-Undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan 
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 
ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 
Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 
tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 
adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
c. Stelsel campuran  
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan 
yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari 
pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. 
Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya akan diminta kembali. 
2. Asas Pemungutan Pajak  
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 






b. Asas sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.  
c. Asas kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 
3. Sistem Pemungutan Pajak  
a. Official Assessment System  
Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  
Ciri-cirinya:  
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,  
2. Wajib Pajak bersifat pasif,  
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus.  
b. Self Assessment System  
Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 
besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya:  
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri,  
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang,  




c. With Holding System  
Sistem pemungutan ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 
Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
  
2.1.3.9 Hambatan Pemungutan Pajak 
Seringkali pemungutan pajak menjadi kurang efektif karena adanya 
hambatan-hambatan yang ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hambatan 
terhadap pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8), 
yaitu: 
1. Perlawanan Pasif  
Masyarakat enggan ( pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara 
lain:  
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
2. Perlawanan Aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 
antara lain:  




b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 
Undang-Undang (menggelapkan pajak).  
 
2.1.4 Wajib Pajak 
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah “orang 
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perUndang-Undang perpajakan”.  
Mardiasmo (2011:23) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang 
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, Pudyatmoko (2009:22) 
menjelaskan bahwa “Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi 
syarat objektif, selain juga syarat subjektif”. Adapun syarat objektif yang 
dimaksud yakni syarat yang terkait dengan sasaran pengenaan pajak (objek 
pajak). 
 
2.1.5 Hak dan Kewajiban Pajak 
2.1.5.1 Hak Wajib Pajak 
Menurut Sari (2012:19) Wajib Pajak berhak memperoleh: 
1. Pengangsuran pembayaran, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan 
keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus. 
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan 
keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak 
mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.  
26 
 
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek 
Pajak.  
4. Pembebasan Pajak, apabila Wajib Pajak mengalami musibah dikarenakan 
force majeure seperti bencana alam. Dalam hal ini Ditjen Pajak akan 
mengeluarkan suatu kebijakan.  
5. Pajak ditanggung pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan proyek 
pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri, PPh yang 
terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan 
supplier utama ditanggung oleh pemerintah.  
6. Insentif Perpajakan untuk merangsang investasi.  
7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, apabila Wajib Pajak tidak dapat 
menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi 
batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan 
perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 
enam bulan.  
8. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila Wajib Pajak 
merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak 
yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya 
hutang pajak lain.  
9. Keberatan dapat diajukan Wajib Pajak ke Ditjen Pajak, apabila dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas 
suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas 
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.  
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10. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan, 
Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.  
11. Peninjauan Kembali, apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan 
Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan 
Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak 
dan hanya dapat diajukan satu kali.  
 
2.1.5.2 Kewajiban Wajib Pajak 
Menurut Sari dalam Adiputra (2014:20) Kewajiban Wajib Pajak adalah 
sebagai berikut: 
1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.  
Pasal 2 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib 
mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha 
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan.  
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib 
Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia 
serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 
3. Kewajiban mambayar atau menyetor pajak.  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui 
kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang 




4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat 
pembukuan (Pasal 28 ayat (1)).  
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam 
rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau 
meminjam buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan atau memasuki tempat 
ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa 
pajak. 
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.  
Wajib pahak bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan 
wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetor ke 
kas Negara.  
7. Kewajiban membuat faktur pajak.  
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap 
penyerahan Barang Kana Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Kena Pajak 
yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh 
PKP.  
8. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:  
a. Memperlihatkan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang 
manjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 
Pajak, atau objek yang terutang pajak;  
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b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;  
c. Memberikan keterangan yang diperlukan.  
 
2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas 
adanya penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pabrikan 
atau produsen, importir, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa 
dengan pabrikan atau importir, agen utama dan penyalur utama, pemegang hak 
paten atau merek dangan dari barang atau jasa kena pajak tersebut, 
(Mardiasmo, 1997:166).  
Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia didasari oleh Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang ini dapat disebut Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana yang telah dirumuskan 
dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983. Hal ini dikarenakan Undang-Undang 
ini awalnya akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1984 sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Pasal 21 UU Nomor 8 Tahun 1983. Akan tetapi, Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 kemudian menetapkan bahwa Undang-
Undang ini mulai berlaku sejak 1 April 1985 setelah sebelumnya mengalami 
penundaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1984 (Sukardji, 2014:14).  
Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami 
perubahan sebanyak tiga kali hingga d iubah terakhir kali dengan UU Nomor 42 
Tahun 2009 yaitu: 
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1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 1994 meliputi 
Pasal 1 sampai Pasal 17 berurutan; 
2. Mulai 1 Januari 2001 diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU 
Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C 
namun tidak berurutan; 
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU 
Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan pasal 16F. 
Meskipun demikian, menurut Sukardji (2014:14) nama UU Nomor 8 
Tahun 1983 tidak mengalami perubahan, namanya tetap disebut UU Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 karena dalam setiap perubahan tersebut ternyata tidak 
pernah mengubah Pasal 20 yang menetapkan nama UU Nomor 8 tahun 1983 
adalah UU PPN 1984.  
 
2.1.6.1 Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
Pengertian Pengusaha dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 Tahun 
2009 yaitu: “pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena 
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah 
dikukuhkan sebagai PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan 
sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan”. 
Adapun pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Pasal 1 angka 
15 UU Nomor 42 Tahun 2009 yaitu “pengusaha yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 
berdasarkan Undang-Undang ini”.  
Dari kedua rumusan tersebut, Sukardji (2014:29) menjelaskan bahwa 
pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak, kecuali 
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tergolong sebagai pengusaha kecil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3A UU PPN, 
bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 
Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. 
Adapun Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan 
melalui Peraturan Menteri No. 197/PMK.03/2013 yang merupakan amandemen 
dari Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2010, menyatakan bahwa 
pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan 
jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. 
 
2.1.6.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai 
Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16C dan 
16D Undang Undang 42 Tahun 2009. 
Pajak Nilai Pertambahan dalam Pasal 4 ayat 1 dikenakan atas : 
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha; 
Syarat-syaratnya yaitu: 
a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; 
b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud; 
c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 




2. Impor Barang Kena Pajak; 
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha; 
Syarat-syaratnya yaitu: 
a) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak; 
b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 
c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 
pekerjaannya. 
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean; 
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean; 
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
Pajak Nilai Pertambahan dalam Pasal 16C dikenakan atas: 
9. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan 
sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur 
dengan Keputusan Menteri Keuangan. 
Pajak Nilai Pertambahan dalam Pasal 16D dikenakan atas: 
10. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula 
tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas 
penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c yakni 
perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan 
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station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; 
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa 
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
 
2.1.6.3 Dasar Pengenaan Pajak 
Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dirumuskan: “Dasar Pengenaan 
Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau 
Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”. 
Beberapa Pengertian Dasar Pengenaan Pajak menurut Sukardji (2014: 138) 
yaitu: 
1. Harga Jual.  
Dalam Pasal 1 angka 18 dirumuskan: “Harga jual adalah nilai berupa uang, 
termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual 
karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan 
Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang 
dicantumkan dalam Faktur Pajak”. 
2. Penggantian.  
Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dirumuskan “Penggantian adalah nilai berupa 
uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 
pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, 
arau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan 
harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang 
dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan 
Jasa Kena Pajak dan/atau penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak 
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Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”. 
3. Nilai Impor.  
Dalam Pasal 1 angka 20 dirumuskan: “Nilai impor adalah nilai berupa uang 
yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan 
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai kepabean dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak 
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984”. 
4. Nilai Ekspor 
Dalam Pasal 1 angka 26 dirumuskan: “Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, 
termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”. 
5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak 
Jenis dan macam nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang 
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 
Adapun Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Pasal 7 adalah: 
1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 
Tarif Pajak Pertambahan Nilai merupakan tarif tunggal yang dikenakan untuk 
semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. 
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen). 
 
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas: 
a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 
b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 
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c. Ekspor Jasa Kena Pajak. 
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan untuk 
mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang ekspor 
sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak 
Pertambahan Nilai 0% (nol persen) “bukan berarti pembebasan dari 
pengenaan PPN, melainkan agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh 
pengusaha pada saat pembelian barang eksport tersebut dapat dikreditkan”, 
(Sari 2012:32). 
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada (1) dapat diubah menjadi paling 
rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang 
perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Pemerintah berwewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 
paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) 
dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal atas dasar pertimbangan 
perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk 
pembangunan. 
 
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau 
patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Djatmiko (2008:19) 
kepatuhan (complience) adalah “perilaku bawahan dalam memberikan 
tanggapan terhadap sistem otoritas yang ada dalam organisasi”. Jadi dapat 
disimpulkan kepatuhan merupakan suatu perilaku tunduk atau taat pada aturan 
atau sistem otoritas yang berlaku. Adapun Wajib Pajak menurut Mardiasmo 
(2011:23) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.  
Dengan kata lain, kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perilaku dari 
Wajib Pajak pribadi atau badan yang patuh dan taat terhadap peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan 
pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 
perpajakannya, dengan demikian maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini 
mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban 
ataupun malaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang berlaku (Dewi, 2011:18).  
Menurut Devano dan Rahayu (2006:110), ada dua macam jenis 
kepatuhan pajak, yaitu: 
1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-
undangan Perpajakan.  
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara 
substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu 
sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat 
meliputi kepatuhan formal.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
No.74/PMK.03/2012 Pasal 3 syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh, yaitu:  
1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:  
a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun pajak 
terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum 
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tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat 
waktu;  
b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 
terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu 
untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa 
Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;  
c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun 
penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak 
Januari sampai November telah disampaikan; dan  
d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada 
huruf b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.  
2. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 
31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria 
Tertentu.  
3. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik 
atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan 
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun 
penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.  
Adapun kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kepatuhan formal yakni keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban 
perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.  
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2.1.8 Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak 
Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berati proses 
perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman peraturan pajak wajib 
pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang ketentuan 
perundang-undangan perpajakan dan mengaplikasikannya sebagai bentuk 
pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini ditegaskan oleh Resmi 
dalam Fitriyani, 2009:17) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan 
perpajakan yang dimaksud yakni “mengerti dan paham tentang ketentuan umum 
dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan 
SPT, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran 
atau pelaporan SPT”. Selain itu, pemahaman peraturan pajak wajib pajak juga 
berarti bahwa sejauh mana Wajib Pajak mengerti dan paham dalam hal 
menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya. (Syahril, 2013) 
Selain itu, pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini juga 
menyangkut pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan sistem 
administrasi perpajakan modern yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini 
sejalan dengan usaha agar target penerimaan pajak dapat tercapai maka 
fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 
diharapkan juga harus mendukung hal tersebut. Dalam rangka mewujudkan 
sistem administrasi tersebut, salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah 
yakni menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk 
melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat yaitu 
melalui aplikasi Surat Pemberitahuan elektronik (Indriani dan Khairani, 2012:2).  
Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang dibuat oleh 
Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam 
menyampaikan SPT (pajak.go.id, 1 September 2015). Sedangkan pengertian e-
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SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya 
dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan 
media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penggunaan e-SPT 
dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan 
dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak 
diharapkan akan meningkat (Lingga, 2012:3). 
Pemahaman tentang pajak oleh Wajib Pajak, diharapkan menyadarkan 
Wajib Pajak bahwa peran pajak sangatlah penting digunakan dalam membiayai 
pengeluaran umum pemerintah sebagai upaya untuk mencapai tujuan 
pembangunan yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
(Adiputra, 2014:36). Selain itu menurut Fitriyani (2014:25) rendahnya kepatuhan 
wajib pajak disebabkan oleh pemahaman tentang pajak yang masih rendah. 
Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila Wajib pajak memahami tentang 
peraturan perpajakan. Oleh karena Wajib Pajak berkewajiban untuk mematuhi 
seluruh peraturan perpajakan termasuk di dalamnya mengenai sistem 
administrasi modern yang berlaku maka pemahaman mengenai peraturan pajak 
wajib pajak penting untuk dimiliki. Hal ini dikarenakan semakin paham wajib 
pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak 
terhadap sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban perpajakan 
mereka. Dengan demikian, melalui pemahaman perpajakan akan membentuk 
persepsi yang diharapkan dapat diimplementasikan terhadap suatu sikap patuh 




2.1.9 Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2010).  
Menurut Irianto dalam Arum (2012:18) terdapat beberapa bentuk 
kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar 
pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam 
menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau 
membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang 
dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan 
pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau 
membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan 
pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial 
yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, 
kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat 
dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 
memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 
warga negara. 
Secara empiris telah dibuktikan bahwa kesadaran perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak oleh Santi (2012), Muliari 
dan Setiawan (2010), Marjan (2014), dan Musniati (2014). Dengan demikian 
semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak perihal perpajakan maka semakin tinggi 





2.1.10 Kualitas Pelayanan Fiskus 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan adalah perihal atau 
cara melayani. Sedangkan melayani adalah membantu mengurus apa-apa yang 
dibutuhkan seseorang. Fiskus adalah petugas/aparat pajak. Dengan demikian, 
pelayanan fiskus berarti cara petugas pajak  dalam membantu atau menyiapkan 
segala keperluan yang dibutuhan Wajib Pajak (Sari, 2012:28).  
 Oliver dalam Aryobimo (2012:18) mengungkapkan bahwa apabila kinerja 
tidak sesuai dengan yang pelanggan harapkan maka mereka akan menilai 
kualitas pelayanan yang mereka dapatkan rendah jika sebalinya apabila 
kinerjanya sesuai dengan yang mereka inginkan maka kualitas pelayanan akan 
meningkat pula. Oleh sebab itu, dikaitkan dengan penelitian ini, fiskus yang 
merupakan petugas pajak, diharapkan memiliki kompetensi yang mumpuni, 
pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi 
pajak dan perundang-undangan perpajakan agar dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik dalam membantu Wajib Pajak guna memahami pentingnya pajak 
bagi pembangunan serta memberikan kesadaran dalam mematuhi kewajiban 
perpajakannya. Dengan demikian kualitas pelayanan fiskus yang diberikan yakni 
baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan membentuk 










2.2 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 
No Nama 
Peneliti 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.4 Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak berupa Pemahaman Peraturan Pajak 
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah “faktor internal 
yaitu berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah 
faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan dan situasi”, (Luthans 
dalam Dewi, 2011:2). Faktor internal pembentuk persepsi dalam penelitian ini 
yakni pemahaman. Wicaksono (2014:30) menyatakan bahwa apabila “mengacu 
pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-
stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman 
perpajakan”. Adapun pemahaman perpajakan dalam penelitian ini meliputi 
pemahaman tentang bagaimana cara menghitung, memperhitungkan, 
membayar, melaporkan pajak terutang, sanksi dan juga terkait sistem 
administrasi perpajakan modern yang berlaku salah satunya yaitu penggunaan 
aplikasi e-SPT serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 




















kemudian akan membentuk persepsi Wajib Pajak yang diharapkan dapat 
diimplementasikan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
Penelitian Adiputra (2014) menyatakan bahwa “pemahaman peraturan 
pajak Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi 
tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan maka juga akan semakin 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.  
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pemahaman 
peraturan pajak Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1:  Pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
 
2.4.2 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak berupa Kesadaran Wajib Pajak 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya, (Muliari dan Setiawan, 2010). Berdasarkan teori atribusi, dikatakan 
bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab baik dari 
dalam (faktor internal) maupun dari luar (faktor eksternal). Dalam penelitian ini, 
teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran Wajib Pajak 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu 
faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajb Pajak. Hal ini ditegaskan 
oleh Soemarso yang menyatakan bahwa “kesadaran perpajakan masyarakat 
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yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang 
tidak dapat dijaring” (Santi, 2012:22). Oleh sebab itu kesadaran wajib pajak 
berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.  
Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Santi (2012), 
Muliari dan Setiawan (2010), Marjan (2014), dan Musniati (2014) yang 
mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak.  
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib 
Pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena 
itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H2:  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak. 
 
2.4.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Kualitas Pelayanan Fiskus 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kualitas pelayanan fiskus diharapkan mampu memberikan stimulus 
kepada Wajib Pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil 
dari kualitas pelayanan yang dimaksud yaitu apabila pelayanan dari fiskus dapat 
memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka dengan demikian persepsi 
Wajib Pajak mengenai fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak (Aryobimo 2012:29). Peningkatan kualitas pelayanan fiskus 
merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan 
pajak. Fiskus yang merupakan petugas pajak, diharapkan memiliki kompetensi 
yang mumpuni, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, 
administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian 
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung 
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bagaimana fiskus memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada Wajib 
Pajak (Adiputra 2014: 47).  
Hasil penelitian Adiputra (2014), Aryobimo (2012), Santi (2012), Nurmiati 
(2014), Musniati (2014), marjan (2014) mengungkapkan bahwa kualitas 
pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa 
semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka semakin tinggi pula kepatuhan 
Wajib Pajak.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib 
Pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena 
itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
H3:  Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan 




3.1 Rancangan Penelitian 
Peneliti menggunakan metode deskriptif. Menggunakan metode deskriptif, 
karena dalam penelitian ini meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti 
dari data yang diperoleh. Selanjutnya untuk menganalisis data tersebut, 
penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis 
data kualitatif untuk menjelaskan beberapa argumentasi yang berkaitan langsung 
dengan permasalahan. Dalam hal ini, analisis kualitatif digunakan untuk 
menginterpretasikan hasil tanggapan responden mengenai pemahaman 
peraturan pajak Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus dan 
kepatuhan pajak melalui kuisoner. Adapun analisis data kuantitatif untuk 
mengumpulkan data dan menyatakan variabel-variabel yang menggambarkan 
persepsi Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam setiap kategori yang 
pada akhirnya menjadi total skor dari pengisian kuesioner oleh responden yang 
terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. 
 
3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar 
yang berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumoharjo KM 4, 
Kota Makassar. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar meliputi 
3 provinsi, yaitu; Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi 
Sulawesi Tenggara.  
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Peneliti tertarik memilih lokasi ini, karena KPP Madya Makassar 
merupakan kantor pajak yang berada di wilayah Makassar yang setiap tahunnya 
memberikan kontribusi besar kepada pendapatan negara dengan wilayah kerja 
KPP meliputi 3 provinsi di pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat 
dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, KPP Madya Makassar juga memiliki banyak 
prestasi, salah satunya yakni penerimaan Piagam Penghargaan dari Dirjen Pajak 
sebagai KPP dengan pelayanan terbaik se-Kanwil DJP Sulselbartra sehingga 
peneliti cukup tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Madya Makassar. 
Selanjutnya, penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan.  
 
3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Menurut Sugiyono (2010:115) populasi adalah “wilayah generalisasi yang 
terdiri atas: obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib 
Pajak badan yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Makassar di akhir tahun 2014 yaitu sebanyak 882 PKP. 
Alasannya karena Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang 
melakukan aktivitas penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa 




Sampel yaitu sebagian data yang diambil dari populasi. Bagian data yang 
diambil tersebut merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
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oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Dengan demikian, data yang diambil harus 
betul-betul mewakili agar kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi 
tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random 
sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam 
populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan 
rumus Slovin yaitu : 
  
 
     
 
Keterangan: 
n : Ukuran sampel 
N : Ukuran Populasi 
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel dalam penelitian ini diambil nilai e = 10% 
 
  
   
            
 
      89,81, dibulatkan menjadi 90 responden 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelirian ini yaitu sebesar 90 responden.  
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumber asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 
langsung dari para Wajib Pajak Badan yang berupa jawaban kuesioner. 
Selanjutnya, data sekunder yaitu data yang telah tersedia. Data sekunder 
diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Data sekunder 
berupa artikel, jurnal, literatur, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil 
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penelitian yang berkaitan dengan perpajakan. Sumber data yang diperlukan 
diperoleh dari KPP Madya Makassar, tempat dilakukannya penelitian ini. Data 
sekunder dalam penelitian ini yaitu gambaran umum KPP Madya Makassar, 
jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan jumlah PKP yang menyampaikan 
SPT PPN periode 2012-2014 di KPP Madya Makassar. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Penelitan Kepustakaan (Library Research) 
Penelitan Kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data secara 
teoritis yang dilakukan dengan membaca, mengutip dan merangkum berbagai 
literatur dan bahan teori lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan dibahas.  
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data lapangan 
yang dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yaitu Wajib 
Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Makassar. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 
3.6.1 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian terbagi atas variabel terikat (dependen) dan variabel 
bebas (independen). Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang 
dipengaruhi atau akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat (dependen) 
dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel bebas 
(independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
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perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas (independen) dalam 
penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, 
dan pelayanan fiskus.  
 
3.6.2 Definisi Operasional 
Definisi operasional untuk masing-masing variabel akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak (X1) 
Pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak adalah sejauh mana Wajib 
Pajak mengerti dan paham dalam hal menghitung, melaporkan dan menyetorkan 
pajak terutangnya (Syahril, 2013:11). Variabel ini diukur dengan skala likert 5 
poin dengan beberapa pertanyaan. 
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 
Kesadaran Wajib Pajak adalah “suatu kondisi di mana Wajib Pajak 
mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang 
berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban 
pajaknya” (Muliari dan Setiawan, 2010: 9). Variabel ini diukur dengan skala likert 
5 poin dengan beberapa pertanyaan. 
3. Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) 
Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus atau menyiapkan 
segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus yang 
dimaksud yakni petugas pajak. Dengan demikian, pelayanan fiskus dapat 
didefinisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau 
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak (Jatmiko: 2006). 
Adapun kualitas pelayanan fiskus adalah usaha yang dilakukan oleh kantor 
pelayanan pajak dalam hal ini fiskus untuk melayani wajib pajak secara maksimal 
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agar wajib pajak tidak mengalami kendala-kendala yang cukup berarti saat 
memenuhi kewajiban perpajakannya (Adiputra, 2014). Variabel ini diukur 
dengan skala likert 5 poin dengan beberapa pertanyaan. 
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau 
patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson dalam Aryobimo (2012:20) 
menyatakan kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 
Menurut Arum (2012:16) kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan 
seseorang, dalam hal ini adalah Wajib Pajak, terhadap peraturan atau Undang-
Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, “kepatuhan wajib pajak 
adalah suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku” (Adiputra, 
2014:51). Pada tabel 3.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Variabel Definisi Indikator Pertanyaan 
Kepatuhan 
Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak 
adalah suatu sikap atau 
perilaku wajib pajak yang 
telah menjalankan 
kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. 
(Adiputra, 2014) 
a. Wajib Pajak selalu mengisi     
formulir dengan lengkap dan 
jelas 
b. Wajib Pajak selalu 
menghitung pajak dengan 
jumlah yang benar 
c. Wajib Pajak selalu 
memperhitungkan pajak 
dengan jumlah yang benar 
d. Wajib Pajak selalu 
membayar pajak tepat waktu 




Lanjutan Tabel 3.1 
     melaporkan perhitungan 
pajak tepat pada waktunya 
Pengembangan dari 





pajak wajib pajak adalah 
sejauh mana Wajib Pajak 
mengerti dan paham 









b. Pemahaman mengisi 
formulir dengan lengkap dan 
jelas 
c. Pemahaman dalam   
menghitung, melaporkan dan 
menyetorkan jumlah pajak 
yang terutang dengan benar  
d. Pemahaman dalam 
penggunaan e-SPT PPN 
sebagai aplikasi yang 
memudahkan Wajib Pajak 
untuk melaporkan SPT 
e. Pemahaman akan sanksi 
perpajakan jika lalai dalam 
memenuhi kewajibannya. 
Pengembangan dari kuesioner 
Siregar dkk dan Hardiningsih 
dalam Adiputra (2014) 
Kesadaran 
Wajib Pajak 
Kesadaran Wajib Pajak 
adalah suatu kondisi di 
mana Wajib Pajak 
mengetahui, mengakui, 
menghargai dan menaati 
ketentuan perpajakan 
yang berlaku serta  
a. Pajak adalah sumber 
penerimaan Negara terbesar  
b. Pajak adalah iuran rakyat 
untuk pembangunan Negara 
c. Pajak harus saya bayar 
karena pajak merupakan 




Lanjutan Tabel 3.1 
 memiliki kesungguhan dan 
keinginan untuk 
memenuhi kewajiban 
pajaknya. (Muliari dan 
Setiawan, 2010)  
   warga negara  
d. Pajak harus dihitung, 
diperhitungkan, dibayar dan 
dilaporkan sesuai dengan 
jumlah pajak yang terutang 
dengan benar  
e. Pembayaran pajak yang 
tidak sesuai dengan jumlah 
yang seharusnya dibayar 
sangat merugikan Negara 
Pengembangan kuesioner 





Kualitas pelayanan fiskus 
adalah usaha yang 
dilakukan oleh kantor 
pelayanan pajak dalam hal 
ini fiskus untuk melayani 
wajib pajak secara 
maksimal agar wajib pajak 
tidak mengalami kendala-
kendala yang cukup 
berarti saat memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  
(Adiputra, 2014) 
a. Fiskus telah memberikan 
  pelayanan pajak dengan baik 
b. Penyuluhan yang dilakukan 
oleh Fiskus dapat membantu 
Wajib Pajak memahami hak 
dan kewajiban Wajib Pajak.  
c. Fiskus senantiasa   
memperhatikan keberatan 
Wajib Pajak atas pajak yang 
dikenakan. 




3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Instrumen 
penelitian digunakan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak yang diadopsi dari penelitian  Adiputra (2014), Musniati 
(2014), dan Nurmiati (2014). Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing 
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variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu skala 
yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban diberi skor dengan 
menggunakan 5 (lima) poin skala Likert, yaitu: 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Ragu-ragu 
4 = Setuju 
5 = Sangat Setuju 
 
3.8 Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 
kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengambarkan bagaimana 
keterkaitan variabel persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 
Analisis kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini. 
 
3.8.1 Analisis Deskriptif 
Metode analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran 
atau deskripsi mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu mengenai 
persepsi Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis deskriptif ini 
menggambarkan apa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi berdasarkan fakta-
fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian 





3.8.2 Analisis Kuantitatif 
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. 
Hipotesis yang diajukan kemudian dianalisis dengan menggunakan uji T, uji F, 
analisis regresi berganda yang sebelumnya melakukan uji kualitas data yaitu uji 
validitas dan uji reliabilitas. 
 
3.9 Uji Kualitas Data 
3.9.1 Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuisioner. Untuk mengetahui apakah suatu sistem valid atau tidak maka 
dilakukan pembanding antara koefisien rhitung dengan koefisien rtabel. Jika rhitung 
lebih besar dari tabel berarti item valid. Sebaiknya jika rhitung lebih kecil dari rtabel 
berarti item tidak valid. 
 
3.9.2 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, realiabilitas dapat 
diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan 
kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali 
pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil 
yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum 
berubah. Dalam hal ini relatif sama berarti tetap adanya toleransi perbedaan-
perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran. Pengujian ini bertujuan 
untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten. Pengujian 
reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan dengan menghitung koefisien cronbach 
Alpha (α) dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Instrumen dapat 
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dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach Alpha (α) lebih dari 0,60 
(Ghozali dalam Arybimo, 2012). 
 
3.10 Uji Hipotesis 
3.10.1 Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menyimpulkan secara 
langsung besarnya pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap 
variabel dependen secara bersama-sama. Dalam penelitian ini, metode analisis 
regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel dependen yaitu pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak, kesadaran 
Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel dependen yaitu 
kepatuhan Wajib Pajak. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program 
SPSS. Persamaan rumus regresi linear berganda yaitu: 
                     
Dimana: 
Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 
a = Konstanta 
b1 = Koefisien Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak 
b2  = Koefisien Kesadaran Wajib Pajak 
b3  = Koefisien Pelayanan Fiskus 
X1  = Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak 
X2  = Kesadaran Wajib Pajak 
X3  = Pelayanan Fiskus 
e    = error 
 
3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besarnya 
persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat 
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dari seberapa besar nilai koefisien determinasi R2. Nilai koefisien R2 antara nol 
dan satu. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model regresi dapat menerangkan variasi variabel dependen 
penelitian. Artinya apabila nilai R2 mendekati satu, berarti semua variabel 
dependen dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen, sehingga 
semakin tepat model ini digunakan untuk menjelaskan variabel dependen oleh 
variabel independen. Koefisien determinasi dirumuskan :  
                            
 
3.10.3 Uji Parsial (T-test) 
Wicaksono (2014:42) menyatakan bahwa uji T menunjukkan tingkat 
pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel 
dependen. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 
secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini adalah: 
1. Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel. 
Jika thitung > dari ttabel maka hipotesis diterima. 
Jika thitung < dari ttabel maka hipotesis ditolak 
2. Menentukan tingkat signifikansi 
Tingkat signifikansi menggunakan alpa 5% (0,05). Artinya penelitian ini 
menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak 
atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar 
mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan). 
Jika tingkat probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
Jika tingkat probabilitas < 0,05 maka maka hipotesis diterima. 
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3.10.4 Uji Simultan (Ftest)  
Menurut Nugroho dalam Musniati (2014:55) menyatakan bahwa untuk 
mengetahui bersama-sama apakah secara simultan variabel independen 
memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen, maka dapat 
dilakukan uji signifikan dengan hipotesis sebagai berikut: 
a. Tingkat Pengujian : 
Jika Fhitung < Ftabel, maka maka hipotesis ditolak.. 
Jika Fhitung > Ftabel, maka maka hipotesis diterima. 
b. Menentukan tingkat signifikansi 
Apabila nilai probabilitas signifikansi >0,05 maka maka hipotesis ditolak. 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Deskriptif Data 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan (Pemenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 
Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak. KPP Madya Makassar dibentuk bersamaan dengan 
pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan sistem administrasi modern di 
seluruh Indonesia. 
Berdasarkan KEP-31/PJ/2007 tanggal 26 januari 2007 Kantor Pelayanan 
Pajak Madya Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan 
mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008 
tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008 wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang 
kemudian berdasarkan KEP-26/PJ/2011 di tambah lagi menjadi 1105 wajib 
pajak. 
Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar meliputi 
3 (tiga) provinsi di pulau Sulawesi, yaitu : 
1. Sulawesi Selatan 
2. Sulawesi Barat 
3. Sulawesi Tenggara 




1. Visi: Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi 
nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan 
2. Misi: Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara efektif 
dan efisien berdasarkan UU perpajakan 
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara 
langsung kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Pengusaha 
Kena Pajak (KPP) yang terdaftar di KPP Madya Makassar dengan jumlah 
responden sebanyak 90 orang. 
Karateristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, 
pendidikan terakhir, dan bidang usaha. Berikut ini adalah deskripsi mengenai 
responden untuk memperjelas karateristik responden yang dimaksud. 
1. Karateristik Responden Berdasarkan Usia 
Pada tabel berikut ini menunjukkan pengelompokan responden 
berdasarkan usia: 
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
No. Usia Jumlah Responden Persentase 
1 19-28 tahun 33 37% 
2 29-38 tahun 28 31% 
3 39-48 tahun 20 22% 
4 >49 tahun 9 10% 
 Total 90 100% 
Sumber : Data primer, diolah (2015) 
Melihat karateristik responden berdasarkan usia pada tabel 4.1 di atas, 
dapat diketahi bahwa responden yang berusia 19-28 tahun merupakan 
responden dengan jumlah terbesar yaitu sebanyak 33 orang atau 37%. 
Sedangkan responden yang berusia lebih dari 49 tahun merupakan responden 
dengan jumlah terendah yaitu sebanyak 9 orang atau 10%. Jadi dapat 
64 
 
disimpukan bahwa mayoritas responden adalah responden yang berusia 19-28 
tahun dengan jumlah 33 orang atau 37%. 
2. Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Pada tabel berikut ini menunjukkan pengelompokan responden 
berdasarkan jenis kelamin: 
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase 
Laki-laki 51 57% 
Perempuan 39 43% 
Total 90 100% 
Sumber : Data primer, diolah (2015) 
 Melihat karateristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 
diatas, dapat diketahai bahwa responden yang terdiri dari 51 orang atau 57% 
berjenis kelamin laki-laki dan responden yang terdiri dari 39 orang atau 37% 
berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
responden adalah laki-laki dengan jumlah 51 orang atau 57%. 
3. Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pada tabel berikut ini menunjukkan pengelompokan responden 
berdasarkan pendidikan terakhir: 
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentanse (%) 
S3 0 0% 
S2 14 16% 
S1 44 49% 
D3 13 14% 
Lainnya 19 21% 
Total 90 100% 
Sumber : Data primer, diolah (2015) 
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 Melihat karateristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada 
tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan S1 
merupakan responden dengan jumlah terbesar sebanyak 44 orang atau 49%. 
Sedangkan responden yang berpendidikan D3 merupakan responden dengan 
jumlah terendah sebanyak 13 orang atau 14%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas responden adalah responden yang berpendidikan S1 dengan jumlah 
44 orang atau 49%. 
4. Karateristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha 
Pada tabel berikut ini menunjukkan pengelompokan responden 
berdasarkan bidang usaha: 
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Bidang Usaha 
Bidang Usaha Jumlah Responden Persentanse (%) 
Dagang 27 30% 
Industri 18 20% 
Jasa 23 26% 
Lainnya 22 24% 
Total 90 100% 
Sumber : Data primer, diolah (2015) 
 Melihat karateristik responden berdasarkan bidang usaha pada tabel 4.4 
di atas, dapat diketahui bahwa responden yang bergerak dibidang usaha dagang 
merupakan responden dengan jumlah terbesar sebanyak 27 orang atau 30%. 
Sedangkan responden yang bergerak dibidang usaha industri merupakan 
responden dengan jumlah terendah sebanyak 18 orang atau 20%. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah responden yang bergerak 






4.2 Penentuan Range 
Survey ini menggunakan skala likert dengan bobot tertinggi tiap 
pernyataan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1, dengan jumlah responen 
sebanyak 90 orang. Maka: 
Skor tertinggi : 90 x 5 =450 
Skor terendah : 90 x 1 =90 
Sehingga penentuan range menggunakan rumus: 
      
                            
          
    
Range skor: 
90 - 162 = sangat rendah 
163 - 235 = rendah 
236 - 308 = cukup 
309 – 381 = tinggi 
382 – 450 = sangat tinggi 
 
4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Skor Variabel Independen (X) 
4.3.1 Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak 
(X1) 
Analisis deskriptif jawaban responden tentang pemahaman peraturan 
pajak wajib pajak didasarkan pada jawaban responden terhadap pertanyaan-
pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan kepada 
responden. Berikut adalah hasil dari tanggapan responden mengenai 






Tabel 4.5 Tanggapan Responden mengenai Pemahaman Peraturan Pajak 
Wajib pajak (X1) 
Pernyataan 
Skor 
Total STS TS R S SS 
F % F % F % F % F % 
X1.1 1 1 13 14 29 32 40 45 7 8 309 
X1.2 1 1 7 7 17 19 50 56 15 17 341 
X1.3 2 2 7 8 21 23 48 54 12 13 331 
X1.4 2 2 7 7 15 17 43 48 23 26 348 
X1.5 1 1 7 8 21 23 46 51 15 17 337 
Rata-rata 333 
Sumber: Data Primer yang diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan 
tentang memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, sebanyak 7 responden atau 8% menyatakan sangat setuju, 40 
responden atau 45% menyatakan setuju, 29 responden atau 32% menyatakan 
ragu-ragu, 13 responden atau 14% menyatakan tidak setuju, dan 1 responden 
atau 1% menyatakan sangat tidak setuju. Total skor penyataan (X1.1) yaitu 309 
yang mengindikasikan bahwa responden memahami semua ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dengan range keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang paham mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, 
sebanyak15 responden atau 17% menyatakan sangat setuju, 50 responden atau 
56% menyatakan setuju, 17 responden atau 19% menyatakan ragu-ragu, 7 
responden atau 7% menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 1% 
menyatakan tidak setuju. Total skor pernyataan (X1.2) yaitu 341 yang 
mengindikasikan bahwa responden paham mengisi formulir dengan lengkap dan 
jelas dengan range keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang paham menghitung, memperhitungkan, melaporkan, 
dan membayar pajak terutang dengan benar, sebanyak 12 responden atau 13% 
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menyatakan sangat setuju, 48 responden atau 54% menyatakan setuju, 21 
responden atau 23% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau 8% menyatakan 
tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju. Total 
skor pernyataan (X1.3) yaitu 331 yang mengindikasikan bahwa responden paham 
menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar pajak terutang 
dengan benar dengan range keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang paham menggunakan e-spt PPN sebagai aplikasi 
yang memudahkan, melaporkan SPT, sebanyak 23 responden atau 26% 
menyatakan sangat setuju, 43 responden atau 48% menyatakan setuju, 17 
responden atau 17% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau 7% menyatakan 
tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju. Total 
skor pernyataan (X1.4) yaitu 348 yang mengindikasikan bahwa responden paham 
menggunakan e-SPT PPN sebagai aplikasi yang memudahkan, melaporkan SPT 
dengan range keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang memahami bahwa keterlambatan menyampaikan 
atau tidak menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan dikenakan denda 
sebesar Rp.500.000, dan Rp.1.000.000,-, sebanyak 15 responden atau 17% 
menyatakan sangat setuju, 46 responden atau 51% menyatakan setuju, 21 
responden atau 23% menyatakan ragu-ragu, 7 responden atau 8% menyatakan 
tidak setuju, dan 1 responden atau 1% menyatakan sangat tidak setuju. Total 
skor pernyataan (X1.5) yaitu 337 yang mengindikasikan bahwa responden 
memahami bahwa keterlambatan menyampaikan atau tidak menyampaikan SPT 
masa dan SPT tahunan dikenakan denda sebesar Rp.500.000, dan 
Rp.1.000.000,-. dengan range keempat yaitu tinggi. 
Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa responden menilai pemahaman 
peraturan pajak wajib pajak (X1) pada Kantor KPP Madya tergolong tinggi, hal ini 
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ditunjukkan dengan melihat nilai rata-rata jawaban responden pada variabel  
pemahaman peraturan pajak wajib pajak (X1) berada pada range 309 – 381 yaitu 
sebesar 333. 
 
4.3.2 Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) 
Analisis deskriptif jawaban responden tentang kesadaran wajib pajak 
didasarkan pada jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti 
yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berikut 
adalah hasil dari tanggapan responden mengenai kesadaran wajib pajak dapat 
dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 
Tabel 4.6 Tanggapan Responden mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X2) 
Pernyataan 
Skor 
Total STS TS R S SS 
F % F % F % F % F % 
X2.1 2 2 1 1 5 6 29 32 53 59 400 
X2.2 2 2 2 2 13 14 42 47 31 35 368 
X2.3 2 2 4 4 12 13 29 32 43 48 377 
X2.4 2 2 2 2 7 8 30 33 49 55 392 
X2.5 2 2 5 6 11 12 27 30 45 50 378 
Rata-rata 319 
Sumber: Data Primer yang diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan 
tentang pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar, sebanyak 53 
responden atau 59% menyatakan sangat setuju, 29 responden atau 32% 
menyatakan setuju, 5 responden atau 6% menyatakan ragu-ragu, 1 responden 
atau 1% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat 
tidak setuju. Total skor penyataan (X2.1) yaitu 400 yang mengindikasikan 
responden menyadari bahwa pajak adalah sumber penerimaan Negara yang 
terbesar dengan range kelima yaitu sangat tinggi. 
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Pernyataan tentang pajak adalah iuran rakyat yang digunakan untuk 
pembangunan, sebanyak 31 responden atau 35% menyatakan sangat setuju, 42 
responden atau 47% menyatakan setuju, 13 responden atau 14% menyatakan 
ragu-ragu, 2 responden atau 2% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 
2% menyatakan tidak setuju. Total skor pernyataan (X2.2) yaitu 368 yang 
mengindikasikan responden menyadari bahwa iuran rakyat yang digunakan 
untuk pembangunan dengan range keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang pajak harus saya hitung, perhitungkan, bayar dan 
laporkan sesuai jumlah pajak yang terutang dengan benar, sebanyak 43 
responden atau 48% menyatakan sangat setuju, 29 responden atau 32% 
menyatakan setuju, 12 responden atau 13% menyatakan ragu-ragu, 4 responden 
atau 4% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat 
tidak setuju. Total skor pernyataan (X2.3) yaitu 377 yang mengindikasikan 
responden menyadari bahwa pajak harus saya hitung, perhitungkan, bayar dan 
laporkan sesuai jumlah pajak yang terutang dengan benar dengan range 
keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang pajak harus saya bayar karena pajak merupakan 
kewajiban kita sebagai warga negara, sebanyak 49 responden atau 55% 
menyatakan sangat setuju, 30 responden atau 33% menyatakan setuju, 7 
responden atau 8% menyatakan ragu-ragu, 2 responden atau 2% menyatakan 
tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak setuju. Total 
skor pernyataan (X2.4) yaitu 392 yang mengindikasikan responden menyadari 
bahwa pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai 
warga negara dengan range kelima yaitu sangat tinggi. 
Pernyataan tentang pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah 
yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara, sebanyak 45 responden 
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atau 50% menyatakan sangat setuju, 27 responden atau 30% menyatakan 
setuju, 11 responden atau 12% menyatakan ragu-ragu, 5 responden atau 6% 
menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak 
setuju. Total skor pernyataan (X2.5) yaitu 337 yang mengindikasikan responden 
menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang 
seharusnya dibayar sangat merugikan Negara dengan range keempat yaitu 
tinggi. 
Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa responden menilai kesadaran 
wajib pajak (X2) pada Kantor KPP Madya tergolong tinggi, hal ini ditunjukkan 
dengan melihat nilai rata-rata jawaban responden pada variabel  kesadaran wajib 
pajak (X2) berada pada range 309 – 381 yaitu sebesar 319. 
 
4.3.3 Statitik Deskriptif Variabel Pelayanan Fiskus (X3) 
Analisis deskriptif jawaban responden tentang pelayanan fiskus 
didasarkan pada jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti 
yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berikut 
adalah hasil dari tanggapan responden mengenai pelayanan fiskus dapat dilihat 
pada tabel 4.7 berikut ini. 




STS TS R S SS 
F % F % F % F % F %  
X3.1 3 3 13 15 31 34 32 36 11 12 305 
X3.2 3 3 10 11 21 24 46 51 10 11 320 
X3.3 2 2 14 15 32 36 35 39 7 8 301 
X3.4 1 1 10 11 30 33 34 38 15 17 322 
Rata-rata 312 
Sumber: Data Primer yang diolah (2015) 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan 
tentang fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, sebanyak 11 
responden atau 12% menyatakan sangat setuju, 32 responden atau 36% 
menyatakan setuju, 31 responden atau 34% menyatakan ragu-ragu, 13 
responden atau 15% menyatakan tidak setuju, dan 3 responden atau 3% 
menyatakan sangat tidak setuju. Total skor penyataan (X3.1) yaitu 305 yang 
mengindikasikan bahwa responden menilai fiskus telah memberikan pelayanan 
pajak dengan baik dengan range ketiga yaitu cukup. 
 Pernyataan tentang penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat 
membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu 
sebagai Wajib Pajak, sebanyak 10 responden atau 11% menyatakan sangat 
setuju, 46 responden atau 51% menyatakan setuju, 21 responden atau 24% 
menyatakan ragu-ragu, 10 responden atau 11% menyatakan tidak setuju, dan 3 
responden atau 3% menyatakan sangat tidak setuju. Total skor pernyataan (X3.2) 
yaitu 320 yang mengindikasikan bahwa responden menilai fiskus dapat 
membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu 
sebagai Wajib Pajak dengan range keempat yaitu tinggi. 
 Pernyataan tentang fiskus senantiasa memperhatikan keberatan 
Bapak/Ibu atas pajak yang dikenakan, sebanyak 7 responden atau 8% 
menyatakan sangat setuju, 35 responden atau 39% menyatakan setuju, 32 
responden atau 36% menyatakan ragu-ragu, 14 responden atau 15% 
menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat tidak 
setuju. Total skor pernyataan (X3.3) yaitu 301 yang mengindikasikan bahwa 
responden menilai fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Bapak/Ibu atas 
pajak yang dikenakan dengan range ketiga yaitu cukup. 
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 Pernyataan tentang cara melaporkan pajak adalah mudah/efisien, 
sebanyak 15 responden atau 17% menyatakan sangat setuju, 34 responden atau 
38% menyatakan setuju, 30 responden atau 33% menyatakan ragu-ragu, 10 
responden atau 11% menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 1% 
menyatakan sangat tidak setuju. Total skor pernyataan (X3.4) yaitu 322 yang 
mengindikasikan bahwa responden menilai cara melaporkan pajak adalah 
mudah/efisien dengan range keempat yaitu tinggi. 
 Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa responden menilai kualitas 
pelayanan fiskus (X3) pada Kantor KPP Madya tergolong tinggi, hal ini 
ditunjukkan dengan melihat nilai rata-rata jawaban responden pada variabel  
kualitas pelayanan fiskus (X3) berada pada range 309 – 381 yaitu sebesar 312. 
 
4.3.4 Statitik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 
Analisis deskriptif jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak 
didasarkan pada jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti 
yang terdapat dalam kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berikut 
adalah hasil dari tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak dapat 
dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 




STS TS R S SS 
F % F % F % F % F %  
Y1 2 2 6 7 11 12 42 47 29 32 360 
Y2 1 1 2 2 15 17 34 38 38 42 376 
Y3 1 1 3 3 15 17 40 44 31 35 367 




Lanjutan Tabel 4.8 
Y5 2 2 0 0 11 12 37 41 40 45 383 
Rata-rata 374 
Sumber: Data Primer yang diolah ((2015) 
Berdasarkan tabel 4.8 di atas, bisa disimpulkan bahwa pernyataan 
tentang selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, sebanyak 29 
responden atau 32% menyatakan sangat setuju, 42 responden atau 47% 
menyatakan setuju, 11 responden atau 12% menyatakan ragu-ragu, 6 responden 
atau 7% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat 
tidak setuju. Total skor penyataan (Y1) yaitu 360 fiskus yang mengindikasikan 
bahwa responden selalu mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 
dengan range keempat yaitu tinggi. 
 Pernyataan tentang selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, 
sebanyak 38 responden atau 42% menyatakan sangat setuju, 34 responden atau 
38% menyatakan setuju, 15 responden atau 17% menyatakan ragu-ragu, 2 
responden atau 2% menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 1% 
menyatakan sangat tidak setuju. Total skor pernyataan (Y2) yaitu 376 yang 
mengindikasikan bahwa responden selalu menghitung pajak dengan jumlah yang 
benar dengan range keempat yaitu tinggi. 
Pernyataan tentang selalu memperhitungkan pajak dengan jumlah yang 
benar, sebanyak 31 responden atau 35% menyatakan sangat setuju, 40 
responden atau 44% menyatakan setuju, 15 responden atau 17% menyatakan 
ragu-ragu, 3 responden atau 3% menyatakan tidak setuju, dan 1 responden atau 
1% menyatakan sangat tidak setuju. Total skor pernyataan (Y3) yaitu 367 yang 
mengindikasikan bahwa responden selalu memperhitungkan pajak dengan 
jumlah yang benar dengan range keempat yaitu tinggi. 
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Pernyataan tentang selalu membayar pajak terutang tepat pada 
waktunya, sebanyak 42 responden atau 47% menyatakan sangat setuju, 35 
responden atau 39% menyatakan setuju, 10 responden atau 11% menyatakan 
ragu-ragu, 1 responden atau 1% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 
2% menyatakan sangat tidak setuju. Total skor pernyataan (Y4) yaitu 384 yang 
mengindikasikan bahwa responden selalu membayar pajak terutang tepat pada 
waktunya dengan range kelima yaitu sangat tinggi. 
Pernyataan tentang selalu melaporkan SPT masa, sebanyak 40 
responden atau 45% menyatakan sangat setuju, 37 responden atau 41% 
menyatakan setuju, 11 responden atau 12% menyatakan ragu-ragu, 0 responden 
atau 0% menyatakan tidak setuju, dan 2 responden atau 2% menyatakan sangat 
tidak setuju. Total skor pernyataan (Y5) yaitu 383 yang mengindikasikan bahwa 
responden selalu melaporkan SPT masa dengan range kelima yaitu sangat 
tinggi. 
 Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa responden menilai kepatuhan 
wajib pajak (Y) pada Kantor KPP Madya tergolong tinggi, hal ini ditunjukkan 
dengan melihat nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib 
pajak (Y) berada pada range 309 – 381 yaitu sebesar 374. 
 
4.4 Uji Kualitas Data 
4.4.1 Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah suatu sistem valid atau tidak 
maka dilakukan pembanding antara koefisien rhitung dengan koefisien r tabel. Nilai 
koefisien r tabel dapat dihitung dengan menentukan terlebih dahulu derajat 
bebas yaitu df = n-2. Jumlah responden (n) dalam penelitian ini sebanyak 90, 
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sehingga df= 88 (90-2) pada pengujian satu arah adalah sebesar 0,174.  Jika jika 
rhitung lebih besar dari rtabel berarti item valid, begitu sebaliknya. Berikut adalah 
hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. 
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas 




X1.1 0,655 0,174 Valid 
X1.2 0,917 0,174 Valid 
X1.3 0,858 0,174 Valid 
X1.4 0,797 0,174 Valid 
X1.5 0,902 0,174 Valid 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
X2.1 0,796 0,174 Valid 
X2.2 0,721 0,174 Valid 
X2.3 0,884 0,174 Valid 
X2.4 0,825 0,174 Valid 
X2.5 0,884 0,174 Valid 
Kualitas 
Pelayanan Fiskus 
X3.1 0,883 0,174 Valid 
X3.2 0,811 0,174 Valid 
X3.3 0,864 0,174 Valid 
X3.4 0,839 0,174 Valid 
Kepatuhan Wajib 
Pajak 
Y1 0,906 0,174 Valid 
Y2 0,867 0,174 Valid 
Y3 0,878 0,174 Valid 
Y4 0,940 0,174 Valid 
Y5 0,942 0,174 Valid 
Sumber: hasil olah data SPSS 20 (2015) 
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan nilai rhitung lebih 
besar dari rtabel yaitu 0,174 yang berarti setiap pertanyaan yang diajukan valid 






4.4.2 Uji Reliabilitas 
Reliabelitias adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas dapat 
diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian dan 
kekonsistenan. Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian dilakukan dengan 
menghitung koefisien cronbach’s alpha dari masing-masing instrumen dalam 
satu variabel. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10. 
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
X1 0,882 Reliabel 
X2 0,881 Reliabel 
X3 0,871 Reliabel 
Y 0,945 Reliabel 
Sumber: hasil olah data aplikasi SPSS 
Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena 
keseluruhan variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 
sehingga layak menjadi suatu alat pengukur yang dipercaya atau dapat 
diandalkan yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten. 
 
4.5 Uji Hipotesis 
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menyimpulkan secara 
langsung besarnya pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap 
variabel dependen secara bersama-sama. Dalam penelitian ini, metode analisis 
regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel dependen yaitu tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, 
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kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel dependen 
yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.11. 
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,405 1,678  1,434 ,155 
Pemahaman ,275 ,098 ,253 2,819 ,006 
Kesadaran ,385 ,093 ,366 4,156 ,000 
Pelayanan ,367 ,113 ,296 3,256 ,002 
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
Sumber: data primer yang diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4.11 diatas, maka dapat disusun persamaan regresi 
linear berganda sebagai berikut: 
                                
Dari persamaan regresi di atas maka nilai konstanta dengan koefisien regresi 
pada tabel 4.11 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Angka 2,405 merupakan nilai konstanta, yang menunjukkan kepatuhan wajib 
pajak yang diperoleh apabila variabel pemahaman peraturan pajak wajib 
pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus diabaikan. Jika 
variabel ini atau variabel pemahaman peraturan pajak wajib pajak, 
kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus diasumsikan tidak 
mengalami perubahan (konstan) maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 
sebesar 2,405. 
2. Angka 0,275 menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak 
wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 
koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,275 untuk 
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setiap kenaikan 1 satuan pemahaman peraturan pajak wajib pajak, dengan 
asumsi variabel independen lain konstan. 
3. Angka 0,385 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 
regresi positif yaitu sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,385 untuk 
setiap kenaikan 1 satuan kesadaran wajib pajak, dengan asumsi variabel 
independen lain konstan. 
4. Angka 0,367 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 
regresi positif yaitu sebesasr 0,367. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 
kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,367 untuk 
setiap kenaikan 1 satuan kualitas pelayanan fiskus, dengan asumsi variabel 
independen lain konstan. 
 
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Berikut ini adalah hasil uji determinasi yang akan ditunjukkan pada tabel 4.12 
berikut ini. 
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,601 ,587 2,567 
a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Kesadaran, Pemahaman 
Sumber: data primer yang diolah (2015) 
 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 
20.00 dapat diketahui bahwa koefiesien determinasi (Adjusted R Square) yang 
diperoleh sebesar 0,587. Hal ini menunjukkan bahwa 58,7% variabel kepatuhan 
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wajib pajak mampu dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke 
dalam model yaitu pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kesadaran wajib 
pajak, kualitas pelayanan fiskus, sedangkan sisanya 41,3% kepatuhan wajib 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
 
4.5.3 Uji Parsial (Ttest) 
Uji Parsial (Ttest) dilakukan untuk menunjukkan tingkat pengaruh satu 
variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Uji 
T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-
masing variabel dengan nilai ttabel. Jika thitung > dari ttabel maka hipotesis diterima, 
begitu sebaliknya. Adapun tingkat signifikansi menggunakan alpa 5% (α = 0.05). 
Artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan 
untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% 
dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan). Jika 
tingkat probabilitas > 0,05 maka hipotesis ditolak, begitu sebaliknya.  
Penentuan nilai ttabel dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung derajat 
kebebasan atau Degree of Freedom dengan rumus df=n-k. N yaitu banyaknya 
observasi sedangkan k yaitu banyaknya variabel (bebas dan terikat).  Jadi 
df=86(90-4) pada pengujian satu arah adalah sebesar 1,662. Secara parsial 
pengaruh dari kelima variabel independen tersebut terhadap variabel dependen 
ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut ini.  
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji T 
Model thitung ttabel Sig. 
Pemahaman  2,819 1,662 0,012 
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Lanjutan Tabel 4.13 
Peraturan Pajak 
Wajib Pajak 
   
Kesadaran Wajib 
Pajak 
4,156 1,662 0,000 
Kualitas Pelayanan 
Fiskus 
3,256 1,662 0,002 
Sumber: data primer yang diolah (2015) 
 Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat tingkat signifikan 
(probabilitas) dari masing-masing variabel yaitu pemahaman peraturan pajak 
wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan fiskus(X3) 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).  
1. Pengaruh pemahaman peraturan pajak wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan 
wajib Pajak (Y) 
Variabel peraturan pajak wajib pajak (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2,819 
yang lebih besar dari ttabel 1,662 dan taraf signikansi 0,012. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
peraturan pajak wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).  
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai thitung sebesar 4,156 yang 
lebih besar dari ttabel 1,662 dan taraf signikansi 0,000. Hal ini menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran wajib 
pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).  
3. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) 
Variabel kualitas pelayanan fiskus (X3) memiliki nilai thitung sebesar 3,256 
yang lebih besar dari t tabel 1,662 dan taraf signikansi 0,002. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kualitas pelayanan fiskus (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). 
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4.5.4 Uji Simultan (Ftest) 
Uji simultan (Ftest) digunakan untuk mengetahui bersama-sama apakah 
secara simultan variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan 
variabel dependen. Hasil perhitungan uji F ini dapat dilihat pada tabel 4.14 
berikut ini. 
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji F 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 852,800 3 284,267 43,135 ,000
b
 
Residual 566,755 86 6,590   
Total 1419,556 89    
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
b. Predictors: (Constant), Pelayanan, Kesadaran, Pemahaman 
Sumber: data primer yang diolah (2015) 
 Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui Fhitung sebesar 43,135. 
Sementara untuk memperoleh Ftabel maka terlebih dahulu dilakukan 
penghitungan derajat kebebasan atau Degree of Freedom (df1)=k-1 dan (df2)=n-
k. K adalah jumlah variabel (independen+dependen) dan n adalah jumlah 
responden. Sehingga df1=3 (4-1) dan df2=86 (90-4) pada signifikansi α = 0,05 
Ftabel sebesar 2,71. 
Jadi diketahui Fhitung sebesar 43,135 dan Ftabel sebesar 2,71. Dengan 
demikian Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 
variabel independen dapat menerangkan variabel dependen dan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Karena nilai signifikansi 
(Sig.) jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. 
 
4.6 Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengolahan data sebelumnya, penelitian ini telah 
menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak wajib pajak (X1), 
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kesadaran wajib pajak (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) dalam persepsi 
wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak (Y). Hasil uji F (Uji Simultan) yang digunakan dengan nilai Fhitung 
sebesar 43,135 dan nilai signifikan yang jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 
0,000 pada tabel 4.11 menjelaskan bahwa ketiga variabel independen ini secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Wajib Pajak pada KPP Madya Makassar sebagian besar 
menganggap bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 
persepsi wajib pajak yaitu pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kesadaran 
wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. 
 
4.6.1 Pembahasan Hipotesis Pertama (H1) 
Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel pemahaman peraturan pajak 
wajib pajak (X1) pada tabel 4.5 dapat diketahui memiliki nilai rata-rata dengan 
range yang tinggi yaitu 333. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang 
menjadi responden dalam penelitian ini memiliki pemahaman peraturan pajak 
wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis 
regresi pada tabel 4.11 memperlihatkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 
0,275 dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara hasil uji t pada tabel 4.13 
menunjukkan thitung > ttabel dengan nilai thitung sebesar 2,819 dan ttabel sebesar 1,663 
yang berarti bahwa pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis 
pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak wajib pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.  
Hal ini didukung oleh hasil penelitian Syahril (2013), Wicaksono (2014) 
dan Adiputra (2014), yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman peraturan 
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wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani (2014) yang 
mengatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh 
pemahaman tentang perpajakan yang masih rendah. Dengan demikian, 
kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila Wajib pajak memahami tentang 
peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan semakin paham wajib pajak terhadap 
peraturan pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak memenuhi 
semua peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.  
 
4.6.2 Pembahasan Hipotesis Kedua (H2) 
Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel kesadaran wajib pajak (X2) 
pada tabel 4.6 dapat diketahui memiliki nilai rata-rata dengan range yang tinggi 
yaitu 319. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang menjadi responden 
dalam penelitian ini memiliki kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Adapun hasil analisis regresi pada tabel 4.11 memperlihatkan nilai 
kepatuhan wajib pajak sebesar 0,385 dengan asumsi variabel lain konstan. 
Sementara hasil uji t pada tabel 4.13 menunjukkan thitung > ttabel dengan nilai thitung 
sebesar 4,156 dan ttabel sebesar 1,663 yang berarti bahwa kesadaran wajib 
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Dengan demikian hipotesis kedua  (H2) yang menyatakan bahwa kesadaran 
pajak wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat 
diterima.  
Adapun hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Marjan (2014) dan 
Musniati (2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga ditegaskan 
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oleh Soemarso dalam Santi (2012;22) yang mengatakan bahwa “kesadaran 
perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab 
banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring”. Dengan demikian, kepatuhan 
wajib pajak akan meningkat apabila Wajib pajak memiliki kesadaran dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan semakin sadar wajib 
pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak 
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.  
 
4.6.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga (H3) 
Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel kualitas pelayanan fiskus 
(X3) pada tabel 4.7 dapat diketahui memiliki nilai rata-rata dengan range yang 
tinggi yaitu 312. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang menjadi 
responden dalam penelitian ini menilai kualitas pelayanan fiskus dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil analisis regresi pada tabel 
4.11 memperlihatkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,367 dengan asumsi 
variabel lain konstan. Sementara hasil uji t pada tabel 4.13 menunjukkan thitung > 
ttabel dengan nilai thitung sebesar 3,256 dan ttabel sebesar 1,663 yang berarti bahwa 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga  (H3) yang menyatakan bahwa 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
dapat diterima.  
Hal penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Santi (2102), 
Adiputra (2014), Nurmiati (2014), Musniati (2014), Marjan (2014) 
mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Aryobimo (2012) yang mengatakan bahwa hasil dari kualitas 
pelayanan fiskus yaitu apabila pelayanan dari fiskus dapat memberi kepuasan 
terhadap wajib pajak maka dengan demikian persepsi wajib pajak mengenai 
fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan 
demikian, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila fiskus memberikan 
kualitas pelayanan yang terbaik. Hal ini dikarenakan semakin baik kualitas 




5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak PPN pada KPP Madya Makassar yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: 
1. Persepsi wajib pajak berupa pemahaman peraturan pajak wajib pajak 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya 
Makassar. Sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa pemahaman 
peraturan pajak wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak dapat diterima. 
2. Persepsi wajib pajak berupa kesadaran wajib pajak terhadap peraturan wajib 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya 
Makassar. Sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa kesadaran wajib 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. 
3. Persepsi wajib pajak atas kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 
wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP 
Madya Makassar. Sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa kualitas 









Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan sebagai berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas dan menambah 
variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil 
yang variatif dan memperluas cakupan penelitian tentang persepsi wajib 
pajak dalam menjelaskan atau menggambarkan hal-hal yang dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam informasi dan referensi 
bagi fiskus dan aparat pajak dalam setiap kebijakan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pemahaman peraturan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. 
3. Bagi KPP Madya Makassar dalam menghimpun penerimaan pajak 
terkhusus PPN dapat selalu mengevaluasi pemberian pemahaman 
peraturan perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak dan 
peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat memaksimalkan upaya 
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LAMPIRAN 2 : KUESIONER 
      
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
     FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
     UNIVERSITAS HASANUDDIN 
 
Lampiran : Kuesioner penelitian 
Perihal  : Permohonan bantuan pengisian kuesioner penelitian 
 
Kepada Yth 





 Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul 
“Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai pada 
KPP Madya Makassar”, maka dibutuhkan data penelitian sesuai dengan judul 
tersebut. 
 Identitas peneliti, 
 Nama    : Brilyan Tiara Mangumban 
 NIM    : A31111271 
 Program studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi 
 Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini kemungkinan mengganggu 
aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat, namun dengan segala kerendahan hati 
peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi 
kuesioner ini. 
 Partisipasi Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban akan sangat berarti 
bagi kesuksesan studi ini. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata 
hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi 
yang sedang peneliti susun, dan kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya 
dijamin oleh peneliti. 
 Atas perhatian serta kerja sama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih. 
         
       










KUESIONER INI BERSIFAT RAHASIA. 
SEMUA DATA SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN 
 
 
A. Identitas Responden 
Nama Pengusaha Kena Pajak:.....................................................(boleh diisi/tidak) 
Umur     : ..................................................... 
Jenis Kelamin   : a. Laki-laki   b. Perempuan 
Pendidikan Terakhir  : a. S3     
      b. S2     
      c. S1 
      d. D3 
      e. Lainnya 
Bidang Usaha    : a. Perdagangan  
        b. industri  
   c. Jasa  
   d. Lainnya 
 
*silahkan beri tanda silang (X) jika perlu untuk pilihan jawaban Bapak/Ibu 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Pertanyaan berikut ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak 
badan terhadap kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun persepsi yang 
dimaksud disini yakni mengenai pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak, 
kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Pajak 
Pertambahan Nilai. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) pada 
salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya.  
Data Penelitian: 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Ragu-ragu (N) 
4 = Setuju (S) 




1. Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak  
No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1 Bapak/Ibu memahami ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan 
     
2 Bapak/ Ibu paham mengisi formulir 
dengan lengkap dan jelas 
     
3 Bapak/Ibu paham menghitung, 
memperhitungkan, melaporkan dan 
membayar pajak terutang dengan benar 
     
4 Bapak/Ibu paham menggunakan e-SPT 
PPN sebagai aplikasi yang memudahkan 
melaporkan SPT 
     
5 Bapak/Ibu memahami bahwa 
keterlambatan menyampaikan atau tidak 
menyampaikan SPT masa dan SPT 
tahunan dikenakan denda sebesar        
Rp. 500.000,- dan Rp. 1.000.000 
     
2. Kesadaran Wajib Pajak 
No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1 Pajak adalah sumber penerimaan Negara 
yang terbesar  
     
2 Pajak adalah iuran rakyat yang digunakan 
untuk pembangunan  
     
3 Pajak harus saya hitung, perhitungkan, 
bayar dan laporkan sesuai jumlah pajak 
yang terutang dengan benar 
     
4 Pajak harus saya bayar karena pajak 
merupakan kewajiban kita sebagai warga 
negara 
     
5 Pembayaran pajak yang tidak sesuai 
dengan jumlah yang seharusnya dibayar 
sangat merugikan Negara 
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3. Kualitas Pelayanan Fiskus 
No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1 Fiskus telah memberikan pelayanan pajak 
dengan baik 
     
2 Penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus 
dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu 
mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu 
sebagai Wajib Pajak 
     
3 Fiskus senantiasa memperhatikan 
keberatan Bapak/Ibu atas pajak yang 
dikenakan 
     
4 Cara melaporkan pajak adalah 
mudah/efisien 
     
4. Kepatuhan Wajib Pajak 
No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1 Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak 
dengan lengkap dan jelas 
     
2 Bapak/ibu selalu menghitung pajak 
dengan jumlah yang benar 
     
3 Bapak/ibu selalu memperhitungkan pajak 
dengan jumlah yang benar 
     
4 Bapak/Ibu selalu membayar pajak 
terutang tepat pada waktunya 
     
5 Bapak/Ibu selalu melaporkan SPT masa 
PPN ke kantor pajak tiap bulan selambat-
lambatnya pada hari terakhir (tanggal 30 
atau 31) bulan berikutnya  







LAMPIRAN 3: UJI VALIDITAS dan RELIABILITAS 
Correlations (Pemahaman) 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Pemahaman 
X1.1 











Sig. (1-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 















Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 




 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Kesadaran 
X2.1 











Sig. (1-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 














Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Correlations (Pelayanan Fiskus) 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Pelayanan 
X3.1 









Sig. (1-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 











Sig. (1-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 











Sig. (1-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 











Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 











Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 




 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Kepatuhan 
Y1 











Sig. (1-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 













Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 















Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 90 90 90 90 90 90 









Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 











Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 











Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 90 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 90 100,0 



































a. Dependent Variable: Kepatuhan 





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,405 1,678  1,434 ,155 
Pemahaman ,275 ,098 ,253 2,819 ,006 
Kesadaran ,385 ,093 ,366 4,156 ,000 
Pelayanan ,367 ,113 ,296 3,256 ,002 
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 ,601 ,587 2,567 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 852,800 3 284,267 43,135 ,000
b
 
Residual 566,755 86 6,590   
Total 1419,556 89    
a. Dependent Variable: Kepatuhan 
b. Predictors: (Constant), Pelayanan, Kesadaran, Pemahaman 
 
 
 
